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Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah
Abstract: The general view of dowry in the form of valuables or money that has economic value, This makes the prospective bridegroom guess the minimum amount of dowry that will be given. However, lately many unique dowry-giving phenomena. Like, dowry by reading the surah in the Qur'an. This shows that there is no indicator that requires the prospective bridegroom to give dowry with a certain minimum and maximum. This library research tries to reveal the provisions of the dowry level using descriptive analytic. Data processing uses editing, classification and systematization. Furthermore, the data were analyzed qualitatively by the inductive thinking method. As a result, Mahar must have religious and philosophical values, dowry does not have certain minimum limits except in matters of customary law. While Imam Maliki believes that the bride price given by the prospective bridegroom is at least 3 dirhams or the equivalent of 8,925 grams of gold. While Imam Hanafi said the amount of dowry was at least 10 dirhams or the equivalent of 29.75 grams of gold. However, Islam advocates to facilitate dowry that has wisdom that for young people to hurry to get married so as not to fall prey to promiscuity that causes damage to him. The recommended amount of dowry is the dowry given in accordance with the capabilities and agreements of both parties with a sense of propriety, appropriateness, and submitted with full sincerity and wisdom.
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Abstrak: Pandangan umum mengenai mahar berupa barang berharga atau uang yang memiliki nilai ekonomi, menjadikan calon mempelai pria menerka-nerka jumlah minimal mahar yang akan diberikan. Namun, belakangan banyak fenomena pemberian mahar unik. Seperti, mahar dengan membaca surah dalam Al-Qur’an. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikator yang mewajibkan calon mempelai pria memberikan mahar dengan minimal dan maksimal tertentu. Penelitian pustaka ini mencoba mengungkapkan ketentuan kadar mahar tersebut menggunakan deskriptif analitik. Pengolahan data menggunakan editing, klasifikasi dan sistematisasi. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif. Hasilnya, Mahar harus memiliki nilai religious dan filosofis, mahar tidak memiliki batas minimal tertentu kecuali di dalam masalah hukum adat. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa mahar yang diberikan calon mempelai pria minimal adalah 3 dirham atau setara dengan 8,925 gram emas. Sedangkan Imam Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya 10 dirham atau setara 29,75 gram emas. Namun, Islam menganjurkan untuk memudahkan mahar yang memiliki hikmah bahwa bagi kaum muda untuk menyegerakan menikah agar tidak terjerumus pada perbuatan pergaulan bebas yang menyebabkan kerusakan pada dirinya. Jumlah mahar yang dianjurkan adalah mahar yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak dengan penuh rasa kepatutan, kepantasan, dan diserahkan dengan penuh keikhlasan serta keridhaan.
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A. Pendahuluan
Mahar sudah dikenal pada masa jahiliyah, jauh sebelum Islam datang. Akan tetapi, mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan bagi calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri. Konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat waktu itu, sama dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau  keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang.

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
 Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Dalam praktik yang berlaku di sebagian masyarakat, bahwa calon mempelai laki-laki pada saat tunangan atau peminangan telah memberikan sejumlah pemberian, demikian itu dilakukan semata-mata sebagai ‘urf atau kebiasaan yang dianggap baik untuk tanda cinta calon suami kepada calon istrinya. Kemudian dalam tunangan itu juga dibahas mengenai berapa mahar yang akan diberikan dan disebutkan ketika akad nikah.  Menurut lazimnya mahar yang diberikan berupa seperangkat alat sholat, uang tunai, ataupun emas.

Sebutan pemberian sesuatu yang berhubungan dengan akad nikah dari calon suami kepada calon istri disebut dalam berbagai kosakata oleh Al-Qur’an.
 Menurut Wahbah Zuhaili mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki.
 Dasar hukum akan adanya mahar adalah QS. An-Nisa’ (4): 4.

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” {QS. An-Nisa’ (4): 4}
Kata shaduqa adalah bentuk jamak dari shaduqah dengan dhommah huruf dal yang artinya mahar perempuan, berasal dari kata shaduqa karena ia merupakan pemberian yang didahului oleh janji yang di-penuhi oleh si pemberi. Kata nihlah dengan kasrah huruf nun berarti pemberian tanpa ada tujuan penggan-tian dan dikatakan pula nuhlah dengan dhommah huruf nun. Senada dengan Al-Qurtubi mengartikan ka-ta “nihlah” sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Muhammad Abduh mengartikan kata nihlah sebagai sebuah pemberian ikhlas tanpa mengharap balasan. Sementara kata shaduqa adalah bentuk jamak dari kata shadaqah yang berarti persembahan yang diberikan kepada perempuan dengan cara sukarela sebelum melakukan hubungan badan.

Hukum mahar adalah wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Namun apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Karenanya, mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat. Namun dalam pendapat ulama mazhab, membedakan jumlah minimal dalam pemberian mahar kepada calon istri. Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya 10 dirham atau yang jika di konversikan menjadi 29,75 gram emas. Sedangkan golongan Malikiyah membatasi untuk minimal mahar adalah 3 dirham atau setara dengan   8,925 gram emas.
 

Mengenai kadar mahar para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam pemberian mahar, namun ulama berbeda pendapat dalam hal batas minimal pemberian mahar sebagai berikut: Pertama, menurut Imam Syafi’i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur dan fuqaha madinah dari tabiin bahwa tidak ada batas minimal dalam semua pemberian mahar, semua yang berharga dan bernilai boleh dijadikan mahar. Kedua, menurut Imam Malik bahwa batas minimal mahar adalah seperempat dinar atau senilai dengan itu. Ketiga, menurut Imam Abu Hanifah bahwa batas minimal dari mahar adalah sepuluh dirham, ada yang mengatakan lima dirham, ada yang mengatakan empat puluh dirham.
 Meskipun demikian, Islam menganjurkan agar kita mengambil jalan tengah yaitu tidak meletakkan mahar terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Rasulullah Saw. menegaskan ke-pada kita agar mempermudah mahar sebagaimana dalam sabdanya:

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الصَّدَاقِ اَيْسَرُهُ (اخرجه ابو داود وصححه الحاكم)   
 

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir R.A Rasulullah Saw., bersabda: “sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah (murah).” (HR. Abu Dawud yang dishahihkan oleh Al-Hakim)
Dengan di Indonesia yang lazim menggunakan emas sebagai mahar dalam akad nikah perkawinan maka dengan adanya batas minimal dari ulama mazhab ini menjadi pertimbangan kembali bagi seorang pria yang akan memberikan mahar kepada calon istrinya. Hal ini menjadi cukup berat ketika menggunakan pendapat dari Imam Malik yakni minimal mahar 8,925 gram emas bagi golongan masyarakat  menengah ke bawah apalagi dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menaruh standar lebih tinggi yakni 29,75 gram emas.
Mahar pun memiliki arti segala sesuatu yang dianggap bermanfaat dan bernilai oleh pihak pengantin perempuan maka sah dijadikan sebagai mahar, baik itu materil atau imateril, karena ditinjau dari aspek filosofis mahar adalah sebagai simbol dari keseriusan dan tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Sedang ditinjau dari aspek psikologis mahar itu bisa dianggap menyenangkan seorang istri dengan diberikannya sesuatu yang ia sukai, ia anggap bernilai dan bermanfaat untuk dirinya atau keluarganya.

Adapun pandangan umum mengenai mahar pada akad nikah berupa barang atau uang yang memiliki nilai ekonomi, seperti cincin emas dengan berat tertentu atau uang dengan nilai nominal tertentu. Hal ini yang menimbulkan di kalangan masyarakat terkhusus calon mempelai pria mulai menerka-nerka untuk memberikan jumlah minimal mahar yang akan diberikan kepada calon istrinya. Namun, belakangan ada fenomena pemberian  mahar yang unik yang bernilai ekonomi. Seperti, mahar dengan membaca surah-surah dalam Al-Qur’an. Bahkan ada mahar membaca sila Pancasila yang dilakukan oleh salah satu warga Giwangan, Yogyakarta pada prosesi nikah massal di Gedung DPRD DI Yogyakarta pada 14 Mei 2018. Dengan demikian menjadikan mahar terhadap wanita tidak memiliki indikator khusus yang harus dijadikan patokan untuk mempelai pria.
 Maka dalam hal ini penulis menemukan beberapa masalah yang timbul yakni: Bagaimana pendapat Imam Maliki dan Hanafi mengenai jumlah minimal kadar mahar yang diberikan calon mempelai pria kepada wanita pada akad nikah dan Bagaimana hukum Islam membatasi jumlah kadar mahar yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada wanita pada akad nikah? maka penulis akan membahas mengenai “Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah.”
Hasil telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pertama, paper oleh Putra Halomoan yang berjudul “Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat empas aspek penetapan mahar menurut hukum Islam yakni: penetapan mahar merupakan pelaksanaan adat dilaksanakan dengan musyawarah kedua belah pihak, tata cara penetapan mahar merupakan persetujuan dari tokoh adat dan tokoh agama, penetapan mahar yang keputusan didominasi pihak perempuan, banyak dari pihak laki-laki yang merasa keberatan dengan hal tersebut, dan penetapan mahar yang mahal dilakukan untuk menghindari terjadinya perceraian karena terciptanya tanggung jawab suami kepada istrinya dan juga sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya.
 Kedua, penelitian dari Harijah Damis dengan judul “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan (Kajian Putusan Nomor: 23/K/AG/2012)”. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat kasasi dalam mengabulkan gugatan mahar pemohon kasasi adalah sebagai hak perempuan yang diberikan oleh laki-laki yang menikahinya, sehingga meskipun objek sengketa atas nama orang tua tergugat (termohon kasasi) dinilai barang yang secara sukarela dihibahkan oleh orang tua termohon kasasi, kemudian diserahkan sebagai mahar oleh termohon kasasi. Kemudian mahar perspektif fikih dan perundang-undangan sama dalam menentukan bentuk, jenis, dan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta keluarga masing-masing berdasarkan asas kesederhanaan, kepatutan, dan kepantasan serta diserahkan dengan penuh keikhlasan.
 
Kemudian penelitian dari Sandias Utami
 dengan menggunakan teori sistem hukum paradigma pernikahan dalam islam serta konsep “urf dalam hukum islam, mencoba untuk memperjelas pemaknaan dan pemahaman tentang mahar yang berkembang di Indonesia. Dan dihasilkan kesimpulan bahwa pemberian mahar dewasa ini seringkali disesuaikan dengan waktu (tanggal yang tepat) pada saat prosesi pernikahan di KUA. Hal ini dilakukan karena mengikuti tren yang berkembang dan terkesan unik bagi mahar yang diberikan. Namun hal ini berimplikasi pada hukum mahar, 1). Hukum mahar menjadi mubah, disebabkan penyesuaian tanggal pernikahan dengan nilai mata uang yang tidak memiliki pecahan yang sama sehingga menimbulkan proses pembulatan mata uang. Penggunaan sistem pembulatan mata uang sah ini menjadi masalah sebab kelebihan dari nilai mahar yang disebutkan berubah nilainya menjadi pemberian bukan lagi sebagai mahar. 2). Makruh, sebab kebiasaan mengikuti tren menggunakan mata uang kuno yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan akan berdampak pada mempersulit calon mempelai itu sendiri. Kedua kondisi diatas banyak yang tidak diperdulikan oleh masyarakat kita, padahal sangat berkaitan dengan hukum dan mempengaruhi nilai-nilai pernikahan yang ada. 
Adapun yang menjadi perbedaan penelitian penulis dengan yang lain, di antaranya, Tidak ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai jumlah kadar mahar pada mazhab Hanafi dan Maliki, sedangkan Penelitian ini membahas mengenai pandangan beberapa mazhab mengenai jumlah kadar mahar. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai analisis pandangan mazhab hanafiyah dan malikiyah terhadap jumlah kadar mahar pada akad nikah. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai hukum Islam khususnya dalam kajian fiqh munakahat mengenai mahar. Agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library resea-rch) Dengan sifat penelitian deskriptif analitik yaitu penelitian yang mendeskripsikan sistematis, faktual, dan akurat mengenai sifat-sifat, karakteristik, dan faktor-faktor tertentu. sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan mahar dan pendapat Imam Hanafi dan Mailiki. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku referensi yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan sumber internet. Serta hasil wawancara terhadap hakim-hakim pengadilan agama Tanjung Karang. Metode pengolahan yakni menggunakan pemeriksaan data  atau editing serta sistematizing atau sistematisasi. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif tersebut didukung dengan metode content analysis mengingat data penelitian ini adalah data kualitatif.
 Prosedur pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan cara yang lazim dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode berfikir yang umum yaitu metode induktif. 
B. Analisa dan Hasil: Batas Minimal Kadar Mahar

Dalam penelitian penulis bertemu  dengan dua hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang ya-itu bapak Drs. Hafni Nalisa dan Drs. Joni Jidan, penulis mengajukan beberapa pertanyaan mengenai mahar. Wawancara pertama dengan bapak Drs. Hafni Nalisa mengenai mahar. Pertanyaan yang saya ajukan di awal adalah “apa pendapat bapak mengenai mahar?”. Drs. Hafni Nalisa menjawab: mahar adalah pemberi-n calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk barang, uang, atau emas yang bisa digunakan suatu saat dan memiliki nilai religious dan filosofis. Banyak di kalangan masyarakat Indonesia yang memberikan mahar pada akad nikah selalu disandingkan dengan seperangkat alat sholat, mungkin sudah menjadi kebiasaan yang menjadi sunnah mu’akkad bagian sebagian masyarakat. Saya sangat tidak menganjurkan penggunaan mahar hanya dengan seperangkat alat sholat tanpa ada barang yang lainnya. Karena pesan moral dalam seperangkat alat sholat adalah sangat kuat dan berat. Ketika dikemudian hari kedua mempelai tidak melaksanakan sholat dan tidak menggunakan seperangkat alat sholat tersebut maka mahar itu hanya sebagai pemberian yang sifat nya hiasan saja dan tidak memiliki nilai religious atau filosofis.  

Pertanyaan yang kedua adalah “apakah ada standar minimal mahar yang diberikan kepada calon mempelai wanita?” beliau menjawab: tentu tidak ada, standar mahar pada proses akad nikah semua diserahkan kepada kedua calon suami istri. Kita berpegang teguh pada hadis Rasulullah Saw. yang membolehkan mahar walaupun hanya cincin besi. Oleh karena itu mahar pun ada dan diberikan kepada calon mempelai wanita sesuai kemampuan mempelai pria. Mahar merupakan sebuah pemberian yang sakral dan menjadi tonggak berdiri nya sebuah keluarga baru, maka mahar memiliki kekuatan tersendiri secara emosional untuk dihadiahkan kepada calon mempelai wanita. 

Wawancara yang kedua dengan bapak Drs. Joni Jidan, pertanyaan yang pertama penulis sampaikan “Apa pendapat bapak tentang mahar? Dan apakah ada standar minimal mahar untuk calon mempelai wanita?” beliau menjawab: mahar adalah sebuah pemberian yang bersifat  wajib dari pihak  lelaki kepada pihak wanita dalam perkawinan. Mengenai standar minimal untuk mahar atau maskawin beliau menyampaikan bahwa tidak ada batas minimal untuk pemberian mahar seperti sabda Rasulullah Saw. bahwa cincin besi pun bisa. Kecuali dalam adat bukan menurut agama, ada yang mengharuskan minimal sekian. Ada sahabat yang ingin menikah dan ditanya Rasul, engkau punya apa? Aku hanya punya sehelai pakaian yang aku kenakan sekarang ya Rasulullah. Rasul menjawab: Selain itu?. Tidak ada ya Rasulullah Saw. Rasul berkata: coba engkau pulang kerumahmu dan cari apa yang engkau bisa berikan untuk calon istrimu nanti walaupun hanya cincin besi tidak apa-apa. 


Menurut pendapat kedua hakim tersebut bahwa tidak ada batas minimal jumlah kadar mahar pada akad nikah, mereka merujuk pada hadis Rasulullah yang membolehkan mahar hanya dengan cincin besi. Pendapat mereka sama seperti pendapat para ulama yang berbeda pendapat pada batas minimal mahar. Hal ini pun senada dengan pendapat Imam Maliki dan Hanafi dalam mengungkapkan mengenai batas mahar pada akad nikah, yakni golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya 10 dirham atau yang jika di konversikan menjadi menjadi 29,75 gram emas. Sedangkan golongan Malikiyah membatasi untuk minimal mahar adalah 3 dirham atau setara dengan   8,925 gram emas. Hal ini Imam Hanafi didasari berdasarkan sabda Rasulullah Saw.
عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ (رواه الدارقطني)
Dari Ali berkata: “Maskawin itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham” (HR. Daruquthni).



Hadis ini pun diqiyaskan dengan ukuran pencurian yaitu yang membuat pencuri dipotong tangan dengan sepuluh dirham. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita pun menunjukkan eksistensi dan keberadaan posisi wanita dalam Islam serta memberi pembelajaran bahwa penetapan mahar pada wanita memiliki nilai kepentingan. Sedangkan hadis lain yang berbunyi:
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَصُّهُ فِضَّةٌ (رواه الحاكم)

 “Dari Sahal bin Sa’id berkata: Rasululullah pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maskawin sebuah cincin dari besi” (HR. al-Hakim)
  
Adapun para ulama menakwilkan hadis ini sebagai mahar yang dipercepat. Karena adat pada masa itu mempercepat penyerahan sebagian mahar sebelum dilakukan hubungan suami istri. Rasulullah Saw., telah melarang Ali untuk menyetubuhi Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Oleh karena itu Ali berkata, “Wahai Rasulullah, aku sama sekali tidak memiliki sesuatu.” Lalu Rasulullah Saw., menjawab, “berikanlah kepadanya rompi besimu.” Kemudian Ali pun memberikan rompi besinya.
 Pada hadis ini pun dapat disimpulkan bahwa mahar atau maskawin yang diberikan dengan meringankan ukurannya adalah untuk mempercepat terjadinya prosesi akad nikah agar dibolehkan terjadinya sebuah hubungan antara suami dan istri (senggama).  
Mazhab Maliki berpendapat standar mahar yang paling rendah yaitu tiga dirham perak murni atau setara dengan seperempat dinar. Atau dengan barang-barang yang suci yang terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya yang berupa barang, hewan, atau bangunan yang dibeli secara legal dan bermanfaat menurut syariat. Maksudnya boleh dimanfaatkan bukan seperti barang hiburan dan mampu diserahkan kepada istri yang kadar, jenis, dan macamnya jelas. 
Imam Maliki berpendapat bahwa mahar wajib diberikan di dalam perkawinan untuk menunjukkan harga diri dan posisi perempuan. Jika seseorang laki-laki menikah dengan perempuan dengan mahar kurang dari standar ini, maka suami harus menyempurnakan maharnya jika dia ingin menyetubuhi istrinya tersebut. Oleh karena itu para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi, berdasarkan firman Allah:
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا
 “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” {QS. An-Nisa’ (4): 20} 
Perempuan telah diingatkan dengan ayat ini, manakala Umar bin Khattab ingin menetapkan batasan mahar, maka dia melarang mahar lebih dari empat ratus dirham. Kemudian ada seorang perempuan Quraisy berkata kepadanya, “engkau tidak berhak untuk menetapkan hal itu wahai umar.” Umar pun bertanya kepadanya, “mengapa?”  perempuan tersebut menjawab, “karena Allah berfirman: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya (QS. An-Nisa’ (4): 20)” Umar berkata, “perempuan ini benar.”
Kemudian diriwayatkan dari Abu Ya’la dalam Al-Kabir bahwa Umar kembali naik mimbar dan berkata, ”Wahat umatku sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk melebihkan mahar perempuan dari batasan empat ratus dirham, maka barangsiapa dapat memberikan dari hartanya apa yang dia sukai.”

Akan tetapi, disunnahkan meringankan mahar dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkan mahar sesuai dengan kemampuan suami dan kesepakatan kedua belah pihak yakni antara suami dan istri. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw. 
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً (رواه احمد)
Artinya: “Dari Aisyah, Rasulullah Saw., bersabda: Sesungguhnya keberkahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah.” (HR. Ahmad)

Hikmah dari pencegahan dari pencegahan menetapkan mahar yang paling tinggi adalah memudahkan anak muda untuk menikah sehingga mereka tidak menghindari pernikahan yang membuat munculnya kerusakan moral dan sosial seperti pergaulan bebas.  
Adapun Imam Syafi’i dan Hambali berpendapat mengenai mahar bahwa tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah semua yang sah untuk dijual atau memiliki nilai sah untuk menjadi mahar. Dan yang tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar. Hal ini menunjukkan mengenai disyariatkannya mahar seperti termaktub dalam firman-Nya. 
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
 “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” {QS. An-Nisa (4): 4

Asbabun Nuzul ayat ini seperti yakni diriwaykan dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Shalih, ia berkata, “Dahulu, jika ada seseorang menikahkan putrinya, maka ia mengambil mahar atau maskawinnya tanpa memberikannya kepada si anak (yang menikah). Kemudian Allah SWT., melarang hal ini dan menurunkan ayat ini.” Hal ini menunjukkan bahwa seorang wali dari perempuan dilarang untuk mengambil mahar yang diberikan suami kepada anaknya, karena mahar merupakan hak istri (anak dari wali) sepenuhnya.  
Oleh karena itu mahar melalui ayat ini wajib diberikan kepada sang suami kepada istri atas dasar ayat diatas. Wajib memberikan mahar kepada istri, sesungguhnya farji (kemaluan wanita) tidak halal kecuali dengan mahar yang tetap, baik mahar itu disebutkan dalam akad maupun tidak. Perlu digaris bawahi bahwa sesungguhnya mahar bukanlah sebagai harga dari kemaluan perempuan yang dinikmati, karena Allah SWT., menjadikan manfaat dan tujuan-tujuan nikah berupa penyaluran hasrat biologis dan memiliki keturunan sebagai sesuatu yang bersifat musytarak (hak bersama atau sesuatu yang bersifat timbal balik) antara suami istri. Maksudnya adalah seperti halnya suami juga mendapatkan manfaat dan tujuan nikah tersebut, yaitu penyaluran hasrat biologis dan memiliki keturunan. Maka begitu halnya, istri juga mendapatkan hal yang sama dari pernikahan tersebut ia juga bisa melakukan penyaluran hasrat biologisnya juga mendapatkan keturunan. 
Jadi mahar pada dasarnya tidak lain adalah sesuatu yang disepakati dan tidak ada perbedaan dalam hal ini.
 Hal ini senada sebagaimana firman-Nya.    

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 “Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berikanlah maskawin mereka menurut yang patut.” {QS. An-Nisa’ (4): 25}.
Ulama juga sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam hal banyaknya jumlah dan kadar mahar, para ulama hanya berselisih pendapat seputar batas minimal mahar yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa’ (4) ayat 20 yang berbunyi: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا  yang artinya, “sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak.”
Adapun mengenai pelepasan hak mahar, boleh bagi seseorang wanita memberikan maharnya atau sebagian dari hak maharnya kepada suaminya, baik mahar tersebut sudah dipegang mampun masih belum tanggungan, baik itu dalam bentuk pemberian atau dalam pembebasan. Akan tetapi hendaknya para suami berhati-hati di dalam masalah ini, karena hal ini disyariatkan sang istri melakukan hal tersebut memang dengan senang hati dan ikhlas. Karena di dalam masalah ini, kata yang digunakan yakni: فَاِ طِبْنَ yang artinya, “jika para istri memberikannya dengan senang hati” bukan menggunakan kata, “fa’in wabna” (maka apabila para istri memberikan). Hal ini sebagai bentuk penegasan bahwa dalam masalah ini yang harus diperhatikan adalah bahwa sang istri melakukan hal tersebut memang dengan senang hati dan dari keinginannya sendiri, tanpa ada bentuk-bentuk pemaksaan, baik yang bersifat materi maupun maknawi, tidak ada bentuk-bentuk kekerasan terhadap sang istri dan tidak ada bentuk-bentuk penipuan. 
Pada penggalan فَاِ طِبْنَ menunjukkan adanya sebuah keumuman ayat (‘amm) yaitu menunjukkan makna umum, ketetapan hukum akan mencakup bagian-bagian yang berada dibawahnya.
 Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang istri yang memberikan maharnya kepada suaminya hukumnya boleh, baik ia seorang wanita masih perawan maupun janda. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Namun Imam Malik tidak memperbolehkan seorang istri yang masih perawan memberikan maharnya kepada suaminya, Imam Malik menjadikan hal ini sebagai hak walinya, padahal hak kepemilikian adalah milik sang istri. 
Para ulama sepakat bahwa seorang wanita yang memiliki hak penuh terhadap urusan dirinya. Jika ia memberikan maharnya kepada suaminya, maka hal itu sah dan ia tidak boleh menariknya  kembali. Jika ada seorang wanita melepaskan haknya dari sebagian maharnya, namun ketika akad nikah ia mensyaratkan calon suami tidak boleh memadunya (berpoligami), kemudian calon suami benar-benar menikahinya, maka sang istri tersebut tidak mendapatkan apa-apa menurut riwayat Ibnul Qasim dari Malik karena sang istri mensyaratkan kepada suaminya sesuatu yang tidak boleh mensyaratkannya. Ibnu ‘Abdil Hakim berkata, “Jika sang suami tidak memenuhi syarat tersebut, maka sang suami harus membayar mahar mitsil kepada istrinya tersebut. Karena sang suami menerima syarat atas dirinya tersebut. Dan wajib bagi sang istri mengambil mahar mitsil tersebut dari suaminya, maka wajib bagi suami memenuhinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw., 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (رواه الحاكم)
“Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw., bersabda: Orang-orang Islam (harus mematuhi) syarat-syarat yang mereka buat (mereka tidak boleh membatalkannya).” (HR. Al-Hakim)
Adapun mengenai diperbolehkanya suami menerima pemberian  mahar dari istrinya, boleh bagi seorang suami menerima apa yang diberikan oleh istrinya kepadanya dan tidak ada akibat atau pertanggung jawaban apa pun atas sang suami baik di dunia maupun di akhirat. Namun dengan syarat di atas yakni sang istri harus memberikannya dengan senang hati. Sedangkan yang dimaksud pada penggalan ayat فَكُلُوْهُ “maka makanlah” bukanlah memakannya dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi lebih umum dari itu yakni memperbolehkan bagi dirinya untuk menggunakan dan memanfaatkan pemberian tersebut dengan berbagai bentuk penggunaan. 
Hal ini seperti makna dari kata al-Aklu pada surah an-Nisa ayat 10 yang berbunyi: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا  “sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim” maksudnya adalah bukan makna kata al-Aklu  dalam arti sempit yaitu memakannya, akan tetapi yang dimaksud pada kata ini adalah segala bentuk penggunaan dan pemanfaatan. Hal ini diungkapkan dengan kata al-Aklu, karena segala bentuk penggunaan dan pemanfaatan harta kebanyakan bertujuan untuk dimakan.

Pembelajaran atau ibroh yang dapat diambil dari adanya sebuah mahar yang diberikan dari suami kepada seorang istri adalah sebuah hak perempuan yang disyariatkan oleh Allah untuk menunjukkan harga diri, posisi, dan ukurannya sesuai dengan keridhaan kedua belah pihak. Karena mahar adalah pengganti untuk memulai hubungan suami dan istri, maka ukuran pengganti yang diberikan kepadanya adalah seperti bayaran berbagai manfaatnya. Ini adalah pendapat yang rajih karena kekuatan dalillnya diambil dari Al-Qur’an dan sunnah.

C. Kesimpulan


Mahar merupakan sebuah kewajiban seorang suami yang diberikan kepada istrinya ketika akad nikah sebagai bentuk penghalalan akan hubungan suami istri. Mengenai jumlah mahar yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita Imam Maliki berpendapat bahwa mahar yang diberikan calon mempelai pria minimal adalah 3 dirham atau setara dengan 8,925 gram emas. Sedangkan Imam Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya 10 dirham atau yang jika di konversikan menjadi menjadi 29,75 gram emas. Akan tetapi  Islam tidak menyebutkan secara implisit mengenai jumlah minimal dan maksimal kadar mahar yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Namun, Islam menganjurkan untuk memudahkan jumlah mahar yang memiliki hikmah bahwa bagi kaum muda untuk menyegerakan menikah agar tidak terjerumus pada perbuatan pergaulan bebas yang menyebabkan kerusakan pada dirinya. Jumlah mahar yang dianjurkan adalah mahar yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak yakni calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan penuh rasa kepatutan, kepantasan, dan diserahkan dengan penuh keikhlasan serta keridhaann.
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